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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka dapat di 

tarik kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, yaitu 

sebagai berikut; 

1. Manajemen yang diterapkan oleh Majelis Ulama’ Indonesia terhadap UMKM untuk 

melakikan sertifikasi halal sudah sesuai dengan kajian teori yang telah dipaparkan. 

Sepertinya mengadakan program-program penunjang pemberian wawasan sertifikasi 

halal. Akan tetapi, dalam system pengawasan produk UMKM yang telah melakukan 

sertifikasi halal masih kurang, karena kurang detail dalam melakukan audit dan juga 

jarang untuk melalkukan tindakan langsung ke lapangan atau perusahaan.  

2. Perlu diketahui juga, bahwasanya untuk masa sekarang Majelis Ulama’ Indonesia 

Kota Kediri hanya berperan sebagai pendamping auditor saja, bukan pemilik 

wewenang dalam menegeluarkan surat sertifikasi halal, karena dipindah alihkan 

terhadap Majelis Ulama’ Indonesia Pusat.   

3. Sistem pengawasan dalam audit produk yang telah dinyatakan halal atau 

mendapatkan sertifikasi halal sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dilakukan 

adit ulang selama 6 bulan sekali pasca menerima sertifikasi halal terhadap pelaku 

UMKM. Bahkan, dulunya dilakukan audit ulang selama 5 tahun seklai, kemudian 

dirubah 2 tahun sekali, dan sekarang menjadi 6 bulan sekali, dikarenakan banyaknya 

pelaku UMKM yang sudah mulai sadar akan pentingnya sertifikasi halal. 
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4. Dalam proses pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yaitu, mengajukan ke 

DISPERINDA dan Departemen Kesehatan kemudian baru Lingkungan Hidup. 

B. Saran 

1. lebih baik dalam pelaksanaan sertifikasi halal, Majelis Ulama’ Indonesia Kota Kediri 

dalam melakukan pendampingan haruslah lebih teliti dan memberikan wawasan kepada 

pelaku usaha UMKM, karena akan pentingnya produk halal, yang akan diperhitungkan 

kehalalanya oleh banyak masyarakat. 

2. Dalam system pengawasan terhadap pelaku UMKM yang telah dinyatakan halal 

produknya, untuk dipantau terus dan lebih sering untuk terjun kelapangan untuk meng-

audit barang yang digunakan oleh UMKM. 

3. perlu diperjelas lagi, bahwa apakah dalam melakukan sertifikasi halal itu harus 

memiliki brand lebih dahulu atau tidak. Karena hal tersebut akan mempengaruhi 

UMKM yang lainnya yang sudah memiliki brand sendiri. Supaya tidak akan mudah 

timbul berbagai pertanyaan akan pembahasan brand dalam sertifikasi halal. 
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